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ABSTRAK 

 

Sebelum melangsungkan akad nikah sepasang calon pengantin diperintahkan 

untuk melakukan serangkaian kegiatan pendahuluan nikah. Di antaranya ialah perihal 

pemilihan pasangan (suami atau istri). Selama ini ada pandangan umum yang 

menyatakan bahwa perempuan menurut fikih Islam tidak berhak menentukan pilihan 

atas pasangan hidupnya, yang menentukan dalam hal ini adalah ayah atau kakeknya. 

Pandangan ini dilatarbelakangi oleh suatu pemahaman terhadap apa yang dikenal 

dengan hak ijbār. Hak ijbār dipahami oleh banyak orang sebagai hak memaksakan 

suatu perkawinan oleh orang lain yang dalam hal ini adalah ayahnya (wali mujbir). 

Konsep ijbār yang demikian menimbulkan adanya kesan yang menjadikan wali 

sebagai seseorang yang otoriter terhadap anaknya maupun orang yang berada di 

bawah perwaliannya dalam hal pernikahan. Inilah yang kemudian membuat penulis 

tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang konsep wali mujbir dalam pernikahan 

menurut perspektif KH Husein Muhammad. 

 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan gabungan antara penelitian 

lapangan dengan pustaka. Data lapangan diperoleh dari KH. Husein Muhammad dan 

data pustaka diperoleh dari buku-buku yang ditulis oleh KH. Husein Muhammad dan 

buku-buku yang digunakan dalam penelitian ini (fiqh, keislaman, dan lain-lain) yang 

relevan dengan obyek kajian.  

 

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Menurut KH. Husein Muhammad 

terkait dengan wali mujbir ini, bahwa anak berhak menolak dikawinkan dengan laki-

laki yang bukan setara tanpa persetujuannya serta orang tua juga berhak menolak 

keinginan anak gadisnya untuk menikah dengan laki-laki yang tidak setara. Metode 

ijtihad KH. Husein Muhammad adalah dengan menggunakan metode tekstual 

(mazhab qauly) dan kedua adalah metode kontekstual/metodologis (manhajy) 

sekaligus. Sedangkan analisis data yang diperoleh, KH. Husein Muhammad 

memandang aspek maslahah sebagai acuan dalam beristinbat dengan tetap 

memperhatikan pendapat para ulama fuqaha‘. Mengingat perkawinan ini merupakan 

suatu ibadah, maka hendaknya setiap mengambil keputusan apapun jenisnya harus 

dipertimbangkan, tidak terkecuali dalam masalah memilih pasangan hidup yang pada 

akhirnya bisa tercapai kebahagiaan lahir batin, pernikahan yang penuh mawaddah, 

mahabbah wa rahmah. 
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ABSTRACT 

 

Before entering into a marriage contract, the bride and groom are ordered to 

carry out a series of pre-marital activities. Among them is the matter of choosing a 

partner (husband or wife). So far, there is a general view that according to Islamic 

jurisprudence, women do not have the right to make choices about their life partner, it 

is their father or grandfather who determines this. This view is motivated by an 

understanding of what is known as ijbār rights. The right of ijbār is understood by 

many people as the right to force a marriage by another person, in this case the father 

(wali mujbir). Such a concept of ijbār gives rise to the impression that the guardian is 

an authoritarian person towards his children or those under his guardianship in terms 

of marriage. This is what then makes the author interested in examining more deeply 

the concept of wali mujbir in marriage according to the perspective of KH Husein 

Muhammad. 

 

In this study the authors used a combination of field research and literature. 

Field data obtained from KH. Husein Muhammad and library data obtained from 

books written by KH. Husein Muhammad and the books used in this study (fiqh, 

Islamic, and others) that are relevant to the object of study. 

 

The results of this study concluded that according to KH. Husein Muhammad 

related to this mujbir wali, that children have the right to refuse to be married to men 

who are not equal without their consent and parents also have the right to refuse their 

daughter's wish to marry men who are not equal. The method of ijtihad KH. Husein 

Muhammad is to use the textual method (mazhab qauly) and the second is the 

contextual/methodological method (manhajy) at the same time. While the analysis of 

the data obtained, KH. Husein Muhammad saw the maslahah aspect as a reference in 

taking his position while still paying attention to the opinions of the fuqaha scholars. 

Considering that marriage is a worship, every decision of any kind should be 

considered, including in the matter of choosing a life partner which in the end can 

achieve inner and outer happiness, a marriage that is full of mawaddah, mahabbah wa 

rahmah. 
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MOTTO 

 ―Jadilah orang yang selalu belajar, berusaha, semangat dan pantang menyerah. 

Jangan pernah kalah terhadap kegagal. Tetaplah jadi pemenang‖. 

 ‗‘ Sejarah hidup hanya terjadi sekali saja, maka tulislah dengan tinta emas!!‘‘ 

 ‗‘ Jer Basuki Mawa Beya ( Setiap Usaha, Kebahagiaan dan 

Kesejahteraan Memerlukan Pengorbanan ‘‘ 
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I. Konsonan Tunggal 
 

Huruf Nama Huruf latin Keterangan 

Arab    
    

 Alif Tidak Tidak ا

  dilambangkan dilambangkan 
    

‟ba ب  B Be 
    

‟ta ت  T Te 
    

ṣ ث a‟  ṣ  es (dengan titik di 

   atas) 
    

 Jim J Je ج
    

ḥ ح a ḥ  Ha (dengan titik di 

   bawah) 
    

 Kha Kh ka dan ha خ
    

 Dal D De د
    

 Żal Ż zet (dengan titik di ذ

   atas) 
    

‟ra ر  R Er 
    

 Zai Z Zet ز
    



x 
 

 Sin S Es س
    

 Syin Sy es dan ye ش
    

ṣ ص ad ṣ  es (dengan titik di 

   bawah) 
    

ḍ ض ad ḍ  de (dengan titik di 

   bawah) 
    

ṭ ط a‟  ṭ  te (dengan titik di 

   bawah) 
    

ẓ ظ a‟  ẓ  zet (dengan titik di 

   bawah) 
    

 ain „ koma terbalik di„ ع

   atas 
    

 Gain G Ge غ
    

‟fa ف  F Ef 
    

 Qaf Q Qi ق
    

 Kaf K Ka ك
    

 Lam L El ل
    

 Mim M Em م
    

 Nun N En ن
    

 Wawu W We و
    

‟ha ه  H Ha 
    

 Hamzah „ Apostrof ع
    

‟ya ي  Y Ye 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Al-Qur‘an mambahas soal pernikahan secara rinci dalam banyak ayat. Kurang 

lebih 104 ayat, baik dengan menggunakan kosa kata nikah yang terulang sebanyak 23 

kali, maupun kata zauwj yang dijumpai berulang sebanyak 80 kali.
1
 Kajian mendalam 

terhadap keseluruhan ayat perkawinan tersebut menyimpulkan 5 prinsip perkawinan. 

Pertama, prinsip monogami. Kedua, prinsip mawaddah wa rahmah. Ketiga, prinsip 

saling melengkapi dan melindungi. Keempat, prinsip Mu„āsyarah bil-Ma„rūf 

(pergaulan dengan sopan santun), baik dalam relasi seksual maupun relasi 

kemanusiaan. Kelima, prinsip memilih jodoh, baik bagi laki-laki maupun 

perempuan.
2
  

Memilih jodoh yang merupakan salah satu prinsip perkawinan sering kali 

berbenturan dengan hak ijbār yang dimiliki oleh walinya.
3
 Inilah yang kemudian 

menjadi sorotan, bahwa dalam Islam hak perempuan dalam menentukan pasangan 

merupakan hak penuh orang tuanya dan tidak memiliki hak dalam menentukan 

pilihan pasangan atau jodoh.
4
 Wacana yang berkembang sampai saat ini bahwa wali 

                                                                
1 Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinana, (Yogyakarta: Academia dan Tazaffa, 2005) 

 
2 Siti Musdah Mulia, Perempuan dan Hukum, ( Jakarta: YOI, 2008), hlm. 146. 

 
3 Asgar Ali Engineer, Hak-hak Perempuan dalam Islam, terj. Farid Wajidi (Bandung: LSPPA, 

1997), hlm. 138. 

 
4 Husein Muhammad, Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender ( Cet. 

V1; Yogyakarta: PT LkiS Printing Cemerlang, 2012 ) 
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mujbir ialah orang tua yang memaksa anaknya untuk menikah dengan pilihan orang 

tuanya atau lebih dikenal dengan istilah ‗‘kawin paksa‘‘. Tentu saja kedua hal ini 

bertolak belakang, ‗‘kawin paksa‘‘ bukanlah tujuan dari adanya hak ijbār, dimana 

sifat paksa konotasinya lebih ke arah ikrāh. 

Fenomena permasalahan hak ijbār atau nikah paksa juga sering terjadi di 

kalangan Pondok Pesantren, seperti kasus di Pondok Pesantren Sunan giri Salatiga.
5
 

Hak ijbār tersebut juga terjadi di Pondok Pesantren Sunan giri Salatiga Jawa Tengah. 

Para orang tua di Pondok Pesantren Sunan giri seringkali mengatasnamakan keluarga 

sakinah sebagai alasan ketaatan terhadap wali mujbir, dengan alasan se-kufu, serta 

menganggap pilihan wali tersebut sudah layak untuk dijadikan pasangan hidup 

anaknya.
6
 

Menurut beberapa Ulama madzhab wali mujbir dalam perwalian terhadap anak 

gadis, khususnya adalah Ayah maka baginya boleh memaksa anak gadisnya untuk 

menikah dengan pilihan sang Ayah. Pendapat ini merupakan pendapat dari Ulama 

Syafi'i, Malik dan Ibn Abi Laila.
7
 Berbeda dengan pendapat di atas, Abu Hanifah 

menyatakan bahwa anak gadis yang telah dewasa tidak boleh dipaksa untuk menikah. 

Pendapat ini juga senada dengan Tsauri.
8
  

                                                                
5 Wawancara dengan NR, Pengasuh Pondok Pesantren Sunan Giri, Tingkir, Salatiga,  Jawa 

Tengah, Tanggal 20 Juli 2022 

 
6 Adullah Faqih Putro Argo, ―Ijbar Nikah di kampung Tingkir, hlm. 296-319. 

 
7 Azyumardi Azra, Ensiklopedi Islam, hlm 463 

 
8 Ibn Rusyd, Bidayah al-Mujtahid wa an-Nihayah al-Muqtashid Juz II, ( Beirut: dar El-Fikr, 

2005 ) hlm, 9 
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Menurut pandangan Ahmad Azhar Basyir, memberikan konsep baru dalam 

perkembangan Islam saat ini. Menurutnya ada 5 syarat wali mujbir yang menurutnya 

dapat menggunakan hak ijbarnya kepada anak gadisnya, yaitu yang Pertama, calon 

mempelai harus sekufu dengan si gadis yang dinikahinya. Kedua, antara wali mujbir 

dengan gadis tidak ada permusuhan. Ketiga, antara si gadis dengan calon mempelai 

tidak ada permusuhan. Keempat, calon mempelai harus sanggup membayar mas 

kawin dengan tunai, Kelima, calon mempelai dapat memenuhi kewajibannya 

terhadap istri dengan baik
9
 

Padahal di zaman milenial saat ini dengan kemajuan teknologi dan informasi 

banyak merubah perkembangan pengetahuan manusia dengan sangat cepat sehingga 

sudah tidak tabu lagi untuk mengetahui UU dan hak-hak asasi manusia terutama 

dalam hal ini yang berhubungan dengan hak-hak perempuan dan penghapusan 

diskriminasi serta pengekangan terhadap ruang gerak perempuan untuk mencapai 

cita-cita dan masa depannya, sedangkan dalam banyak nash Al-Qur‘an dan hadis di 

dunia dan akhirat.
10

 

Dengan adanya perubahan sosial tersebut juga menjadikan adanya perubahan 

sosial yang mana pasangan seorang pasangan suami -isteri jika dipaksakan menikah 

dengan calon mempelai yang tidak ia setujui bisa jadi salah satu dari keduanya akan 

terjadi perbuatan semena-mena KDRT dan tidak bertanggung jawab. Dalam 

Kompilasi Hukum Islam misalnya pasal 72, mwnjelaskan bahwa ― batalnya 

                                                                
             9 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 42-43. 

 

             10 Masthuriyah Sa'dan, Menakar Tradisi Kawin Paksa di Madura dengan Barometer HAM. 

hlm. 147-148. 
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perkawinan adalah perkawinan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak 

berhak dan perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan‖. Hal ini berarti bahwa 

hak ijbār  wali dalam pasal 72 KHI, tidak diperbolehkan karena dalam ijbār terdapat 

unsur keterpaksaan. 

Tentang hak wali mujbir, KH. Husein Muhammad seorang Ulama Indonesia 

menyatakan bahwa makna ijbār seringkali dikonotasikan dengan ikrāh. Menurut KH. 

Husein Muhammad, antara ikrāh dan ijbār merupakan dua kata dengan akibat hukum 

yang berbeda. Perbuatan yang dilakukan lantaran ikrāh dapat dipandang sebagai 

suatu pelanggaran hak asasi manusia, sedangkan ijbār diartiakan sebagai suatu 

tindakan untuk melakukan sesuatu atas dasar tanggung jawab dan bukan memaksa. 

Sehingga akibat hukum dari ijbār manakala seorang yang berada di bawah 

perwaliannya telah sanggup bertanggung jawab atas dirinya maka hilanglah hak ijbār 

tersebut.
11

 

Pemikiran KH. Husein Muhammad bukanlah pemikiran tanpa dasar. Kiai 

Husein yang dikenal dengan Kiai Feminis lantaran kiprahnya dalam pembelaan hak-

hak perempuan menggali makna ayat melalui pendekatan-pendekatan gender. Ini 

berbeda dengan para Ulama pada umumnya. Kiai Husein disebut-sebut sebagai tokoh 

liberal Indonesia.
12

 

Kiai Husein juga berpendapat bahwa kriteria yang ditetapkan Syafi'i tentang 

bolehnya seorang wali memaksa anak gadisnya untuk menikah dengan lelaki 

                                                                
11  KH Husein Muhammad, Fiqih Perempuan, (Yogyakarta: LKiS, 2001), hlm.33 

 
12 Noviyanti widiyani, “Peran KH. Husein Muhammad Dalam Gerakan Kesetaraan Jender di 

Indonesia” (Skripsi—UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. 2010), 46-49 
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pilihannya justru merupakan indikasi bahwa memang pada saat itu kriteria tersebut 

menjadi ukuran minimal bagi kerelaan seorang perempuan.
13

 Pandangan tentang 

dibolehkannya hak ijbār terhadap anak perempuannya dalam menentukan calon 

suami akhir-akhir ini mulai digugat oleh para intilektual muslim. Hal ini menjadi 

penting untuk ditindak lanjuti agar fiqh perempuan secara proporsional. Dari 

kalangan hanafiyah, mereka tidak memperbolehkan seorang wali mujbir memaksakan 

perkawinan kepada seorang gadis dewasa yang telah baligh dan berakal, dan mazhab 

Hanafi juga mensyaratkan adanya izin dari anak gadis yang masih perawan karena 

sudah di anggap dewasa yang mempunyai hak untuk berpendapat. Menurut Ahmad 

Azhar Basyir dan kalangan malikiyah, syafi'iyah serta hambaliah dalam realita yang 

terjadi kurangnya memberikan kebebasan ruang gerak bagi wanita dalam menentukan 

pasangannya. Dalam konteks masa kini hak ijbār menjadi perdebatan apalagi jika 

dihadapkan dengan isu-isu global. Konsep ijbar ini dianggap bertentangan dengan 

kesetaraan dan keadilan gender. Dengan kata lain dianggap merenggut hak 

perempuan apalagi dalam hak ijbar, wali mujbir berhak menikahkan anak 

perempuannya walaupun tanpa persetujuan yang bersangkutan serta adanya anggapan 

bahwa seorang perempuan dianggap lemah dalam bertindak dan tidak mampu dalam 

membuat keputusan sendiri. Ketentuan ini amat signifikan dilaksanakan mengingat 

praktik yang ada di masyarakat selalu menempatkan perempuan sebagai makhluk 

                                                                
 13 KH Husein Muhammad, Islam Agama Ramah Perempuan, (Yogyakarta: LKiS, 2001), 

hlm.22 
 



6 
 

setengah laki-laki dan dihargai separuh dari harga laki-laki.
14

 Masyarakat sejak dulu 

melihat perempuan sebagai pribadi yang tidak dewasa dan tidak mandiri. Karena 

perempuan tidak dapat mengambil keputusan sendiri maka persetujuan perkawinan 

harus datang dari para wali, yaitu ayah atau saudara laki-laki. Pandangan streotipe 

tadi mendapat pembenaran dari pemahaman agama, sebagian Islam yang pemeluknya 

menganggap perempuan sebagai makhluk yang lemah akal dan lemah agamanya 

(naqīsh fi al-‟aql wa naqīsh fi al-dīn) karena berpijak pada teks hadits misoganis.
15

 

Berdasarkan kegelisahan tentang permasalahan di atas, maka sangat penting 

untuk menelaah lagi sejarah sosio historis KH.Husein Muhammad, dasar dan 

relevansi konsep wali mujbir dengan mempertimbangkan sosio kultural masyarakat 

Indonesia dan bisa melihat pendapat para pakar tentang HAM, hukum-hukum 

Internasional dan hukum nasional yang berlaku di Indonesia. 

Pembahasan ini menurut peneliti sangat penting untuk memotret kondisi yang 

sudah kurang efektif dan untuk mengangkat kembali hak-hak perempuan, hak-hak 

reproduksi, penghapusan dari semua bentuk diskriminasi terhadap perempuan, 

dengan tujuan untuk mendapatkan kebahagiaan sebagai makhluk Tuhan di muka 

bumi. 

         Pisau analisis yang penulis gunakan adalah analisis maqashid syari'ah Jasser 

Audah. Konsep maqashid syari'ah Jasser audah ini mempunyai kelebihan dengan 

                                                                
14 Arini Robbi Izzati, ―Kuasa Hak Ijbar Terhadap Anak Perempaun‖ Jurnal Al Mawarid, Vol. 

XI, No. 2, edisi September-Januari (2011). 

 
15 Musdah Mulia, Islam dan Hak Asasi Manusia Konsep dan  Implimentasi, Cet. I 

(Yogyakarta: Naufan Pustaka, 2010), hlm. 123. 
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teori sistemnya yang mengutamakan prinsip HAM dan maslahat kemanusiaan. Jasser 

audah berupaya menyusun ulang terhadap maqasid terdahulu yang bersifat penjagaan 

menuju pada maqasid yang berasaskan development and rights.
16

 Maka dari itu 

peneliti merasa maqasid syari'ah yang dikembangkan Jasser Audah ini sangat cocok 

untuk menganalisis dan merekontrusi konsep ijbār yang difatwakan KH. Husein 

Muhammad dalam salah satu karyanya Fiqih Perempuan secara khusus dan pendapat 

pendapat ulama pada masa lalu secara umum dalam mencari relevansi yang paling 

cocok diaplikasikan dengan kondisi sosiologis historis dan psikologis masyarakat 

sekarang, khususnya mayarakat Indonesia saat ini. 

        Dengan mengangkat tema ini penulis dapat memberikan kontribusi terhadap 

perkembangan dan khazanah keilmuan Islam, yang tidak hanya melihat aspek 

teologinya saja, tetapi juga melihat adanya persoalan sosial yang krusial di dalamnya: 

kekerasan, paksaan, penjajahan dan merendahkan derajat perempuan, yang mana hal 

tersebut merupakan termasuk lima kandungan syariat yang harus dijaga (maqashid 

al-syari'ah). Sehingga bisa terciptanya keadilan, kesetaraan dan kemaslahatan yang 

sesungguhnya, yang pada akhirnya bisa membangun peradaban dan kebudayaan yang 

ilmiah dan kokoh. 

 

 

                                                                
             16 Galuh Nashrullah, Konsep Magashid Al-Syariah Dalam Menentukan Hukum Islam 

(Perspektif Al-Syatibi dan Jssir Auda), Al-Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi 

Syariah, Volume: 1, Issuel. Desember 2014, hlm. 56 
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pemikiran KH Husein Muhammad tentang wali mujbir? Mengapa 

pemikirannya berbeda dengan ulama mazhab? 

2. Bagaimana metode ijtihad KH Husein Muhammad dalam menafsirkan wali 

mujbir? 

3. Apa relevansi pemikiran KH Husein Muhammad tentang wali mujbir dengan 

konteks perempuan Indonesia? 

C. Tujuan Penelitian 
 

Setiap penulisan karya ilmiah, tidak terlepas dari tujuan dari penulisan tersebut, 

maka tujuan yang akan diteliti oleh penulis adalah sebagai berikut: 

 
1. Untuk menjelaskan, menemukan alasan dan dasar pemikiran KH. Husein 

Muhammad tentang konsep wali mujbir. 

 
2. Untuk mengetahui metode tafsir dan paradigma KH. Husein Muhammad 

dalam ijtihad yang beliau gunakan tentang konsep wali mujbir. 

3. Untuk mencari alternatif penafsiran dan pemahaman secara kontekstual 

melalui analisis dalam kasus wali mujbir dari sudut pandang KH. Husein 

Muhammad. 

 
D. Kegunaan Penelitian 

 

Adapun dalam kegunaan yang diharapkan daripada penelitian ini diantaranya 

adalah  



9 
 

1. Untuk menjelaskan konsep wali mujbir dalam Islam, kajian ini diharapkan 

dapat memberikan kontribusi pemikiran dan wacana ilmu pengetahuan dalam 

hukum Islam, khususnya masalah wali mujbir. 

 
2. Untuk mengembangkan tentang kaitannya wali mujbir dalam pandangan 

pemikiran KH. Husein Muhammad, semoga dapat menjadi pijakan dan 

kontribusi yang bermanfaat dalam pemikiran yang berkembang dalam 

masyarakat. 

3. Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi bangsa Indonesia dalam 

menghadapi masalah-masalah yang berkaitan dengan feminisme di Indonesia 

dan memberikan sudut pandang baru dalam memahami kedudukan dan peran 

perempuan dalam kehidupan yang sesuai dengan latar belakang sosio-kultural 

Indonesia. 

 
E. Telaah Pustaka 

 

Untuk memberi pemantapan dan penegasan kekhasan penelitian yang 

dikerjakan, peneliti memaparkan beberapa hasil kajian penelitian terdahulu dari 

obyek kajian yang sudah ada, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam kajian 

penelitian yang peneliti angkat.  

Penelitian yang menggunakan pendekatan normatif dilakukan oleh Ujang, M. 

Rizki, Syamsud, Diyan dan Robbil Izzati. 

Data Penelitian Ujang ditemukan bahwa adanya perbedaan pandangan antara 

Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah tentang hak ijbār wali dilihat dari perspektif 

gender dan juga konsep ijbār wali disandingkan dengan Pasal 6 tentang Undang-
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Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 dilihat dari perspektif berkeadilan gender. 

17
 

Penelitian yang dilakukan oleh Ujang Ruhyat Syamsoni pada tahun 2013 

tersebut dengan penelitian ini terdapat beberapa perbedaan, yaitu: pertama, penelitian 

oleh Ujang Ruhyat Syamsoni pada tahun 2013 tersebut menganalisis perbedaan 

pandangan hak ijbār dalam pandangan ke dua tokoh Imam Mazhab, Sedangkan Tesis 

atau penelitian yang disusun ini membahas tentang problematika berupa faktor yang 

melatarbelakangi pemikiran KH.Husein Muhammad dalam pemikirannya sehingga 

berbeda dengan pendapat Imam Mazhab yang terfokus pada istinbatnya. Kedua, 

Penelitian yang dilakukan oleh Ujang Ruhyat Syamsoni pada tahun 2013 tersebut 

merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif 

komparatif, dengan menggunakan metode penelitian pustaka (library research). 

Sedangkan pada Tesis ini menggunakan pendekatan sosio-historis berupa konsep 

mashlahah yang ada dalam Fiqh/Ushul Fiqh dan teori Jasser Audah. Ketiga, 

penelitian oleh Ujang Ruhyat Syamsoni pada tahun 2013 tersebut menghasilkan 

kesimpulan bahwa menurut penggunaan hak wali ijbār tersebut dirasa harus 

ditafsirkan kembali. Hal itu telah dirumuskan dan ditransformasikan dalam Undang-

Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 6 ayat (1) bahwa perkawinan harus 

                                                                
17 Ujang Ruhyat Syamsoni, "Hak Wali Mujbir Dalam Perkawinan Menurut Al Syafi'ie Dan 

Abu Hanifah Duinjau Dari Perspektif Gender Serta Transformasinya Dalam Pasal 6 Undang Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan". Tesis, (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati 

Bandung. 2013). 
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didasarkan atas persetujuan kedua mempelai. sedangkan dalam Tesis ini 

menghasilkan kesimpulan terkait dengan wali mujbir ini, bahwa anak berhak 

menolak dikawinkan dengan laki-laki yang bukan setara tanpa persetujuannya serta 

orang tua juga berhak menolak keinginan anak gadisnya untuk menikah dengan laki-

laki yang tidak setara. Penelitian yang disusun ini berbeda dari sisi pendekatan 

masalah, teori dan objek dengan Tesis yang disusun oleh Ujang Ruhyat Syamsoni 

pada tahun 2013 tersebut. 

Data Penelitian M.Rizqi ditemukan bahwa hak ijbār yang diakui dalam Islam, 

ternyata tidak diadopsi oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 terbukti didalamnya 

perkawinan harus melalui persetujuan calon mempelai.
18

  

Jika dilihat lebih detail, Penelitian yang dilakukan oleh M. Rizki Hidayat ini 

berbeda dengan Tesis yang peneliti susun. Perbedaan tersebut terletak pada fokus 

penelitian dan metode penelitiannya di mana dalam karya ilmiah milik M. Rizki 

Hidayat ini fokus pada hak ijbār dalam Islam kemudian dikomparasikan dengan 

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 sedangkan dalam Tesis yang penulis susun adalah 

fokus terhadap metode dalam hal cara ijtihad KH.Husein Muhammad tentang wali 

mujbir. Dari teori yang digunakan, skripsi M. Rizki Hidayat menggunakan teori 

komparasi Hak Ijbar dalam Islam dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 

                                                                
18 M. Rizki Hidayat, ―Hak Ijbar dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam (Fikih) dan 

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974,‖Skripsi Fakultas Syari‟ ah Universitas Islam Negeri Sunan 

Kalijaga Yogyakarta (20012), hlm.8.
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sedangkan dalam Tesis yang peneliti susun adalah menggunakan teori yang ada 

dalam Fiqh/Ushul Fiqh serta teori Jasser Audah dalam menganalisis kajian perbedaan 

pemikiran KH. Husein Muhammad dengan Imam Mazhab terkait wali mujbir. Dari 

hasil penelitian oleh M. Rizki Hidayat menyimpulkan bahwa Hukum Islam masih 

mengakui adanya hak ijbār dan bertentangan dengan Undang-Undang yang lebih 

menekankan pada persetujuan kedua mempelai. Dengan demikian, penelitian oleh M. 

Rizki Hidayat dengan Tesis yang peneliti susun ini berbeda baik dari sisi masalah, 

teori dan hasil. Tesis yang peneliti susun bersifat baru dan juga sekaligus sebagai 

pengembangan dari beberapa penelitian senada sebelumnya, yang mana dari beberapa 

penelitian sebelumnya masih sedikit yang menganalisis dan menguji kekuatan dalil 

yang digunakan rujukan dalam pengambilan hukum. 

Data Penelitian Syamsud ditemukan bahwa pandangan Masdar Farid Mas‘udi 

dan Yusuf Al-Qardlawi tentang hak ijbār masih relevan bagi perempuan dewasa 

dengan UU No. 1 Tahun 1974. Namun yang berbeda hanya pada perempuan gadis 

yakni pendapat yusuf qardlawi yang dianggap tidak relevan oleh penulis dengan UU 

No. 1 Tahun 1974.
19

 Penelitian ini berbeda dengan Tesis yang penulis susun baik dari 

sisi masalah, teori dan hasil penelitian. 

                                                                
19 Syamsul Dukha, “Hak Ijbar dalam Perkawinan(Studi Komparatif Pandangan Masdar Farid 

Mas‟udi dan Yusuf Al-Qardlawi),”Skripsi Fakultas Syari‟ ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 

Yogyakarta (2008), hlm.9. 
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Data Penelitian Diyan ditemukan bahwa Persamaan dan perbedaan 

pandangan fikih dan Undang-undang Perkawinan tentang wali nikah perempuan hasil 

nikah siri adalah: a) Persamaannya adalah pengakuan keabsahan aqad nikah, yang 

berakibat kepada hubungan perwalian kepada suami dari perempuan yang 

melahirkannya (ayah kandung); b) Perbedaannya adalah; 1) Menurut fikih, 

perkawinan dan anak tidak membutuhkan bukti otentik, sedangkan menurut Undang-

undang Perkawinan, perkawinan dan anak membutuhkan pembuktian otentik; 2) 

Menurut fikih, status anak dinyatakan sebagai anak sah, sedangkan menurut Undang-

undang Perkawinan, anak dinyatakan sebagai anak di luar nikah; 3) Menurut fikih, 

hubungan nasab seorang anak kepada ayah dan ibu kandungnya, sedangkan menurut 

Undang-undang Perkawinan, hubungan nasab seorang anak hanya kepada ibunya 

saja; 4) Menurut fikih, perwalian anak yang lahir dari pernikahan siri kepada ayah 

kandungnya (nasab) sedangkan menurut Undang-Undang Perkawinan, perwalian 

anak kepada hakim karena anak tersebut dinyatakan sebagai anak diluar nikah . 

Penelitian ini berbeda dengan tesis yang penulis susun. Perbedaan tersebut terletak 

pada fokus permasalahan teori yang digunakan serta hasil penelitian yang diperoleh.
20

  

Data Penelitian Robbi Izzati ditemukan bahwa hak ijbār dalam Islam pada 

praktiknya sangat bertentangan dengan HAM terutama terhadap perempuan yakni 

                                                                
20 Diyan Putri Ayu "Wali Nikah Bagi Perempuan Hasil Nikah Siri Perspektif Undang Undang 

Perkawinan Dan Fiqih" Tesis, (Jombang Universitas Hasyim Asy'ari (UNHASY). jurusan Hukum 

Islam, 2007), 
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memasung hak perempuan dalam memilih pasangan karena perempuan dianggap 

tidak mampu untuk membuat keputusan sendiri.
21

  

Selain skripsi atau tesis, terdapat juga penelitian jurnal yang menggunakan 

pendekatan empiris dilakukan oleh Ade Rahma, Khoirudin, Musawa & Ema serta 

Moh. Najib. 

Data Penelitian Ade Rahma ditemukan bahwa terdapat permasalahan wali 

mujbir dengan dasar kekuasaan terhadap perwaliaan yakni anak perempuan yang 

dimilikinya.
22

 Penelitian ini berbeda dengan Tesis yang penulis susun baik dari sisi 

masalah teori dan hasil penelitian. 

Data Penelitian Khoirudin ditemukan bahwa adanya peran wali jika 

dibenturkan dengan persetujuan perempuan apakah akan mejadi sebuah tuntutan yang 

sebenarnya atau memang menjadi kenyataan adanya.
23

 

Data penelitian Musawa, Ema Marhumah ditemukan bahwa hadits-hadits 

yang berkaitan dengan wali nikah dalam prosesi pernikahan tergolong lemah. Dan hal 

yang terkait dengan wali nikah bagi mempelai perempuan sangat bersifat temporal 

                                                                
21 Arini Robbi Izzati, “Kuasa Hak Ijbar Terhadap Anak Perempaun” Jurnal  Al Mawarid, 

Vol. XI, No. 2, edisi September-Januari (2011).  

 
22 Ade Rahma „‟Wali Mujbir Dalam Pernikahan Dilihat Dari Perspektif Teori Gender‟‟ 

Skripsi, (Jombang Universitas Hasyim Asy'ari (UNHASY). jurusan Hukum Islam, 2008),. 

 
23 Khoirudin Nasution, Wali Nikah dan Persetujuan Perempuan: antara Tuntutan dan 

Kenyataan Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam, Vol. V, No. 2 edisi April (2007). 
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sehingga menjadi pantas jika sang mempelai wanita mewajibkan menghadirkan 

walinya dalam konteks tersebut.
24

 

Data Penelitian Moh. Najib ditemukan bahwa syarat menjadi wali nikah itu 

adalah memiliki kecakapan bertindak secara sempurna yang dasarnya adalah 

kemanusiaan dan akal sehat. Maka pada dasarnya perempuan dewasa, sebagaimana 

halnya laki-laki dewasa, dapat menjadi wali nikah yang bertugas memberikan 

pertimbangan dan bimbingan sebelum terjadinya pernikahan. Dan tujuan adanya wali 

adalah untuk mewujudkan kemashlahatan bagi calon mempelai, dan bukan 

sebaliknya mempersulit pernikahan atau hanya demi "kemashlahatan" wali sendiri."
25

 

          Dari beberapa penelitian tersebut lebih banyak menekankan pada konsep 

penetapan hak ijbar dengan perspektif yang berbeda-beda, sementara karya-karya 

yang membahas mengenai konsep menggunakan pendekatan sosio-historis KH 

Husein Muhammad berupa konsep mashlahah yang ada dalam Fiqh/Ushul Fiqh dan 

teori Jasser Audah sebagai pisau analisis (tool of analisis) secara mendalam belum 

banyak yang melakukan. Dengan demikian tesis ini benar-benar merupakan suatu hal 

baru karena konsep ini lebih pada pengembangan dengan mengedepankan 

kemaslahatan dan keadilan universal. 

                                                                
24 Ema Marhumah, Pendekatan Hermeneutik Dalam Hadis-hadis Tentang Wali Nikah, 

Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam, Vol. 5 No.2. PSW UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 

(Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2007), hlm. 149-165. 
25 Agus Moh. Najib, Kontroversi Perempuan Sebagai Wali Nikah, Musawa: Jurnal Studi 

Gender dan Islam, Vol 5 No.2, PSW UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Yogyakarta: PSW UIN Sunan 

Kalijaga, 2007), hlm. 211-223. 
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F. Kerangka Teoreitik 

Sebagai pengantar dalam memahami permasalahan yang dikaji, berikut penulis 

paparkan kerangka teoretik pada penelitian ini: 

1. Wali Nikah 

          Wali adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak 

terhadap dan atas nama orang lain. Artinya dalam perkawinan wali itu adalah seorang 

yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu aqad nikah.
26

 

Keberadaan seorang wali dalam aqad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah 

aqad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali itu ditempatkan sebagai rukun 

dalam perkawinan, menurut kesepakatan ulama adalah prinsip. Dalam aqad 

perkawinan itu sendiri wali dapat   berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas 

nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta 

persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut. 

Untuk mengkaji tentang permasalahan konsep wali , maka wali dalam hal ini 

dibagi menjadi 5 diantaranya : Wali Nasab, Wali aqrab, Wali ab‟ad, Wali Mu‟thiq, 

dan Wali Hakim.27
 Oleh karena itu salah satu pentingnya kedudukan wali adalah 

untuk menghalalkan atau sahnya suatu perkawinan harus dilaksanakan dengan 

                                                                
26 Rohmat, "Kedudukan Wali Dalam Pernikahan Studi Pemikiran Syafi'yah, Hanafiyah, Dan 

Praktiknya di Indonesia, Jurnal Al Adalah. Vol. X No. 2 (Lampung: IAIN Raden Intan Lampung. 

2011, hlm. 166-167. 

 
27 Al-Syātiby, Ibrahim Ibn Musa, al-Muwafaqāt fi Ushul al-Syari‟ ah, (Beirut: Dār al- Kutub al-

Ilmiah, t.t), hlm. 7. 
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seorang wali nikah yang sah menurut Islam. Pernikahan itu tidak benar atau batal 

apabila dilangsungkan tanpa wali nikah yang sah menurut Islam. 

Dalam hal ini yang diprioritaskan menjadi wali: ―Wali yang paling utama 

ialah ayah, kakek (ayahnya ayah), saudara lelaki seayah seibu (kandung), saudara 

lelaki seayah, anak lelaki saudara lelaki seayah seibu (kandung), anak lelaki saudara 

lelaki seayah, paman dari pihak ayah, dan anak lelaki paman dari pihak ayah. 

Demikianlah urutannya. Apabila tidak ada waris „ashabah, maka hakim.‖
28

 

2. Hak Ijbār 

Ijbār merupakan tindakan untuk melakukan sesuatu atas dasar tanggung 

jawab, dan istilah ini dikenal dalam fiqh Islam yang berkaitan dengan perkawinan. 

Hak Ijbār adalah hak ayah atau kakek untuk menikahkan anak perempuannya baik 

yang sudah dewasa maupun masih muda, tanpa harus mendapatkan persetujuan dari 

anak perempuan yang akan dinikahkan tersebut atau dapat diartikan pemaksaan 

perkawinan oleh wali terhadap anak perempuannya.
29

 

Kuasa hak ijbār wali memberikan otoritas lebih bagi seorang wali untuk 

menikahkan anak gadisnya tanpa terlebih dahulu menanyakan persetujuan dari si 

anak. Hal ini karena seorang wali dianggap sebagai orang yang paling tahu akan apa 

yang terbaik bagi anak gadisnya jadi perspektif kebahagiaan ini dirumuskan oleh 

sang wali. Anak perempuan dianggap tidak cakap dalam merumuskan hal-hal yang 

                                                                
 28 Imam Abu Suja‘ Matan al-Ghâyah wa Taqrîb (Surabaya: Al-Hidayah, 2000), hlm. 31. 

29 Taufiq Hidayat, "Rekontruksi Konsep Ijbar", Jurnal Syariah dan  Hukum. Vol. I No. 1 

(Purworejo: STAI An-Nawawi Purworejo, 2009), hlm 13. 
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terbaik baginya, oleh karena itu persetujuan darinya bukanlah prioritas.30 Dalam hal 

ini terjadi gap antara anak gadis dan orang tua dimana kekuasaan penuh tersebut 

akhirnya memonopoli kepentingan dari perempuan. 

Maka dari itu hak Ijbār wali berpotensi menimbulkan berbagai macam 

kekerasan terhadap perempuan yang justru menjauhkan dari tujuan perkawinan itu 

sendiri. Artinya telah terjadi inkonsistensi hak Ijbār wali, karena fungsi dan 

kedudukan wali mujbir alih-alih mengantarkan perempuan pada penderitaan dalam 

berumah tangga bukan kebahagiaan sebagaimana yang menjadi tujuan pokoknya.31 

Oleh karenanya hak Ijbār merupakan bentuk kuasa orang tua yang meminggirkan 

perempuan dan sudah sepatutnya hal ini tidak dianggap sebagai bagian dalam ajaran 

islam. 

3. Maqāṣid al-Syarī‟ah 

Maqashid jamak dari kata maqsud yang berarti tuntutan, kesengajaan atau 

tujuan. Shari‟ah adalah sebuah kebijakan (hikmah) dan tercapainya perlindungan bagi 

setiap orang pada kehidupan dunia dan akhirat. Adapun makna maqāṣid al-syarī‟ah 

secara istilah adalah al-ma‟aani allati syuri‟at laha al-ahkam
 32

yang berarti nilai-nilai 

yang menjadi tujuan penetapan hukum. Sebagai landasan dalam berijtihad dalam 

                                                                
30 Abdurrahman Al Jaziri, Al-Fiqh „ala Mazhahib Al-Arba‟ah, (Beirut: Dar Al-Fikr, t.th), Juz 

4, hlm.29. 

31 Muhammad Shahrur, Metodologi Fiqih Islam Kontomporer, (Yogyakarta: Elsaq Press, cet. 

5, 2008), hlm.440. 

32 Ahmad al-Hajj al-Kurdi, al-Madkhal al-Fiqhi:al-Qawaid al-Kulliyyah, (Damsyik: Dar al-

Ma‘arif, 1980), hlm. 186. 
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rangka menetapkan hukum
33

 maka tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa 

pertimbangan maqāṣid al-syarī‟ah menjadi suatu yang urgen bagi masalah-masalah 

yang tidak ditemukan hukumnya secara tegas dalam nash. 

Jasser Auda berusaha menawarkan konsep fiqh modern berdasarkan 

maqāṣid al-syarī‟ah. Dalam pandangan Jasser Auda Islam adalah agama yang 

menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, Islam juga sebagai agama konsep yang 

berusaha memberikan solusi untuk kehidupan manusia agar selaras dan seimbang. 

Hal inilah yang berusaha diangkat oleh Jasser bagaimana sebuah konsep sistem 

dapat mengatur kehidupan umat Islam agar berjalan sesuai aturan dan memberi 

manfaat bagi manusia. Dalam Maqasid al-Shari‟ah as Philosophy of Law: A 

System Approach Jasser Auda mengartikan Maqasid pada empat arti, pertama, 

Hikmah dibalik suatu Hukum. Kedua, tujuan akhir yang baik yang hendak dicapai 

oleh Hukum. Ketiga, kelompok tujuan ilahiyah dan konsep Moral yang menjadi 

basis dari hukum. Keempat, Mashalih. Dalam konsep maqāṣid yang ditawarkan 

oleh Jasser Auda, nilai dan Prinsip kemanusian menjadi pokok paling utama. 

Dalam Maqashid al-Shari‟ah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach, 

Jasser Auda juga berusaha mengkonstruk ulang konsep Maqashid lama yang 

                                                                
33 Jasser Auda, Fiqh al- Maqāṣid, hlm. 17
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bersifat protection and preservation menuju pada teori maqāṣid yang mengacu 

pada development and rights.
34

 

Antara ijtihad dengan maqāṣid al-syarī‟ah tidak dapat dipisahkan. Ijtihad 

pada intinya adalah upaya penggalian hukum syara‘ secara optimal. Upaya 

penggalian hukum syara‘ itu berhasil apabila seorang mujtahid dapat memahami 

maqashid al-syariah. Oleh karenanya pengetahuan tentang maqāṣid al-syarī‟ah 

adalah salah satu syarat yang dimiliki oleh seorang mujtahid.
35

 

Dalam penelitian ini, yang menjadi kerangka teori adalah indikator terjadinya 

penetapan hukum istinbath berdasarkan teori Jasser Audah pada kasus wali nikah 

serta untuk melihat, menimbang, dan menganalisa apakah hak perwalian dalam 

konsep menentukan pasangan nikah gadisnya masih dianggap sesuai apabila 

diterapkan di Indonesia serta untuk dijadikan sebagai titik pandang ketika hendak 

menentukan status hukum suatu permasalahan. 

G. Metode Penelitian 

 

1.  Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka 

(library research) yaitu peneliti menggunakan buku-buku, literatur-literatur dan 

dokumen penunjang lain yang mengemukakan berbagai teori hukum dan dalil yang 

                                                                
34 Jasser Auda, Fiqh al- Maqāṣid, h. 15-17;  Jasser Auda, Maqasid al-Shari‟ah as Philosophy 

of Islamic Law a System Approach, (Herndon: IIIT, 2008), hlm. 5 

35 Jasser Auda, Maqāṣid al-Ahkām, hlm. 5
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berhubungan dengan masalah yang dikaji.
36

 Buku-buku yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah kitab-kitab dan buku-buku yang berkaitan dengan fiqh, 

keislaman, dan lain-lain yang relevan dengan obyek kajian. Walaupun penelitian 

pustaka, dalam penelitian ini juga dilakukan wawancara untuk menguatkan data yang 

diperoleh. 

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan 

sosio-historis. 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian berfungsi sebagai landasan konseptual dan alat bedah 

obyek yang diteliti dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini pendekatan yang 

akan digunakan adalah pendekatan sosio-historis. 

Pendekatani jenis ini relevan untuk mendalami tema dan atau kategori tertentu 

yang tertuang pada suatu teks, naskah atau narasi.
37

 Penggunaan pendekatan tersebut 

dalam penelitian ini adalah tepat, sebab data-datanya tersaji dalam bentuk data 

tertulis, berupa naskah-naskah klasik, dan buku-buku kontemporer yang memuat 

impelementasi sosio-historis KH Husein Muhammad.  

Sesuai dengan pendekatan yang digunakan, dan karakter data yang akan 

diungkap, maka analisis yang akan digunakan adalah analisis isi atau content 

analysis. Secara operasional analisis ini dilakukan dengan mengikuti tiga langkah 

                                                                
36 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

Cet. 2, 1998), hlm. 36
 

37 Ardana, dkk., Metodologi Penelitian Pendidikan (Malang, UMN, 2001), hlm 96. 
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berikut: pertama, menetapkan tema atau kategori. Dalam konteks penelitian ini tema 

atau kata kunci dimaksud berkenaan dengan wali mujbir; kedua, memberi makna 

terhadap berbagai konsep tersebut dengan cara mempelajari dan menelusuri sumber-

sumber yang memuat tema tersebut di masa Rasulullah hingga sekarang; dan ketiga, 

melakukan identifikasi nilai-nilai etis dalam sosio-historis tersebut. 

3. Sumber Data 

Sumber data dalam penyusunan tesis ini terbagi menjadi dua, yakni; primer dan 

sekunder. Untuk lebih lanjut akan dijelaskan sebagai berikut: 

a. Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah sumber data yang utama dan menjadi prioritas dalam 

sebuah penelitian.
38

 Berdasarkan pengertian tersebut, sumber primer dalam 

penyusunan tesis ini adalah data yang diperoleh lansung dari wawancara dengan 

KH.Husein Muhammad dan mempelajari data-data dari catatan wawancara, 

penelitian terdahulu dan buku karya KH. Husein Muhammad secara langsung seperti, 

Fiqih Perempuan, Agama Ramah Perempuan dan karya-karya beliau yang lain. juga 

buku maqasid syariah Jassir Auda secara langsung ataupun terjemahannya. Seperti 

buku Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah terjemahan dari buku 

aslinya Maqashid Syari‘ah as Philosodhy of Islamic Law, Maqasid al-Ahkam as 

Syari‟ah wa Ialuha, mudahnya Maqasid Syariah untuk pemula dan yang lainnya.  

b. Sumber Data Sekunder 

                                                                

38 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 141 
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Data ini diperoleh dari data/dokumen pendukung (surat kabar online, majalah, 

peraturan pemerintah, undang-undang dan dokumen lain yang berkaitan), buku-buku 

yang berkaitan langsung dengan obyek kajian (berupa buku-buku tentang hukum 

Islam, Syarh Al-Muhaddzab karya imam An-Nawawi, I‟ anah Attalibin karya Sayyid 

Bakri   Syatha, Raudhatuth Thalibin wa umdatu Al-Muftin karya imam An-Nawawi, 

KHI, fatwa MUI yang berhubungan dengan wali mujbir, dan karangan Jasser Auda 

secara umum dan hasil penelitian (skripsi dan jurnal ilmiah) yang berkaitan dengan 

penelitian ini. 

1. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data-data terkait dengan persoalan yang hendak diteliti, 

peneliti menggunakan dua teknik, yaitu; wawancara dan dokumentasi. Selain itu 

penulis juga menggunakan makalah, artikel, majalah, dan jurnal-jurnal yang berkaitan 

dengan fiqh hukum dan data yang relevan dengan masalah yang dikaji. Untuk 

memperkuat data, penulis melakukan wawancara dengan KH Husein Muhammad 

yang dengan karya-karya nya mengetahui dengan jelas permasalahan wali mujbir 

terutama dalam pengetahuannya pada berbagai pandangan madzhab fiqih serta 

wawancara dari segi pandang pihak lain juga yang menurut penulis mempunyai 

kemampuan di dalam permasalahan ini. Sebagai pelengkap data penulis 

menggunakan catatan-catatan berupa resume atas peristiwa dan fenomena yang 

terjadi dan ada hubungannya dengan masalah yang dikaji sehingga pada akhirnya 
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berdasarkan data-data tersebut penulis dapat menganalisa dan membuat kesimpulan 

dari permasalahan yang dikaji. 

2. Analisis Data 

Analisis data adalah pengorganisasian dan mengurutkan data dalam bentuk 

pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga ditemukan tema dan dapat 

dirumuskan hipotesis kerja seperti yang didasarkan oleh data.
39

 Adapun teknik 

analisis data yang peneliti gunakan dalam penyusunan tesis ini adalah kualitatif-

analisis. Metode kualitatif yaitu menelaah dan menjelaskan tema yang dibahas sesuai 

dengan data yang ada seperti situasi, pola interaksi, dan sikap tokoh yang akan 

dikaji.
40

 Dalam hal ini adalah latar belakang terbentuknya pemikiran KH. Husein 

Muhammad tentang wali mujbir. Hal ini dilakukan dalam rangka memberikan 

pengertian serta pemahaman yang menyeluruh tentang tema yang dibahas dengan 

menyajikan obyek dan situasi secara faktual.
41

 

Sedangkan metode analisis berupaya untuk menganalisa, mengkritisi data 

yang ada sehingga mendapatkan hasil yang dicari. Tahapan analisis ini dipakai dalam 

rangka untuk menganalisis uraian-uraian deskriptif yang sudah ada secara konseptual 

                                                                
39

 Beni Ahmad Saebani dan Kadar Nurjaman, Manajemen Penelitian, (Bandung: Pustaka 

Setia, 2013), hlm. 106   

 
40 Winarno Surakhmad, Pengantar Penelitian Ilmiah (Bandung: Tarsito, 1982), hlm.138 

 
41 Anton Bekker dan Charis Zubair, Metodologi Penelitian Filsafat (Yogyakarta, Kanisius, 

1990), hlm. 54 
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mengenai konsep wali mujbir menurut pandangan KH. Husein Muhammad dan 

relevansinya dengan hukum di Indonesia. 

H. Sistematika Pembahasan 

 

Untuk memberikan kesan runtutnya pembahasan dan memberikan kemudahan 

bagi pembaca nantinya serta untuk menelusuri alur pemikiran yang peneliti jabarkan 

dalam tesis ini, maka disusunlah pembahasan dalam suatu sistematika sebagai 

berikut: 

 
Bab I yaitu Pendahuluan. Bab ini berisi mengenai hal-hal yang masih bersifat 

umum dan problematis sebagai pengantar bagi pembaca untuk memahami 

keseluruhan tulisan ini. Dalam bab ini dipaparkan mengenai latar belakang masalah 

yang menjadikan dasar dan alasan pentingnya dilakukannya penelitian ini. Latar 

belakang yang sudah diketahui permasalahannya kemudian diterangkan dalam sub-

bab selanjutnya yaitu rumusan masalah yang bertujuan untuk memetakan persoalan 

yang terjadi sehingga dapat dilakukan analisis terhadap persoalan tersebut. Setelah 

diketahui rumusan masalahnya maka pada sub-bab selanjutnya diterangkan mengenai 

tujuan serta manfaat dari dilakukannya penelitian ini. Hal selanjutnya yang tidak 

kalah penting yaitu berkaitan dengan penelitian terdahulu yang mempunyai 

kemiripan sebagai bahan pertimbangan dan penegasan mengenai kekhasan penelitian 

yang dilakukan ini agar tidak terjadi pengulangan dan plagiasi, serta bertujuan untuk 

memberikan penjelasan mengenai kebaruan dari penelitian yang dilakukan ini. 

Beberapa penelitian terdahulu yang senada tersebut penulis paparkan dalam telaah 
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pustaka sebagai perbandingan terhadap penelitian yang disusun ini. Setelah 

penelaahan terhadap penelitian terdahulu dilakukan, penulis kemudian menyusun 

kerangka teori yang bertujuan untuk menggambarkan secara ringkas alat yang akan 

digunakan untuk menganalisis permasalahan yang terjadi. Kerangka teori dalam 

penelitian ini juga bermanfaat agar analisa pembahasan tetap fokus pada inti masalah 

dan tidak menimbulkan kebiasan. Dari beberapa hal tersebut kemudian dijelaskan 

mengenai metodologi penelitian sebagai pisau bedah dalam menganalisis 

permasalahan. Yang terakhir adalah sistematika penulisan yang di dalamnya 

dipaparkan mengenai tata cara atau sistematika pembahasan agar pembaca dapat 

memahami secara jelas penelitian ini. 

Bab II merupakan landasan teori. Bab ini berjudul ―Kedudukan Wali Mujbir 

Dalam Perkawinan‖ yang berisikan mengenai Wali Mujbir dalam perkawinan 

menurut pandangan ulama‘ fiqih, undang-undang dan ulama‘ kontemporer dan 

Dalam bab ini dipaparkan mengenai kedudukan wali mujbir dan pandangan-

pandangan yang terkait terhadap wali mujbir. Bab ini dirumuskan agar diketahui apa 

itu wali mujbir beserta kedudukannya sekaligus sebagai landasan dalam menganalisis 

permasalahan yang dituangkan pada bab IV. 

Bab III merupakan paparan data dan hasil temuan. Bab ini berjudul 

―pemikiran KH Husein Muhammad tentang Wali Mujbir:‖ Dalam bab ini dibahas 

mengenai biografi, pemikiran dan metode penafsiran tentang wali mujbir menurut 

KH.Husein Muhammad. Bab ini dirumuskan agar diketahui obyek permasalahan 
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secara jelas untuk selanjutnya dilakukan analisis secara mendalam. Hasil pengamatan 

tersebut kemudian dianalisa dengan teori yang ada pada bab dua dan dituangkan 

dalam pembahasan pada bab empat. 

Bab IV yaitu analisis. Bab ini berjudul ―Analisis Konsep KH Husein 

Muhammad Tentang Wali Mujbir Dalam Perkawinan‖. Bab ini berisikan analisis 

mengenai Konsep KH Husein Muhammad Tentang Wali Mujbir Dalam Perkawinan 

yang di dalamnya meliputi: faktor-faktor penyebab hasil penafsiran terkait wali 

mujbir, analisis terhadap metode yang digunakan KH Husein Muhammad tentang 

pemikirannya dan relevansi pemikirannya dengan konteks perubahan sosial di 

Indonesia. Sub-bab pertama merupakan jawaban dari rumusan masalah nomor satu, 

sedangkan sub-bab dua dan tiga pada bab ini merupakan jawaban dari rumusan 

masalah nomor dua. 

Bab V yaitu penutup. Bab ini merupakan kesimpulan dari pembahasan dan 

analisis yang dilakukan dari bab empat yang dituangkan dalam sub-bab pertama yaitu 

kesimpulan. Adapun sub-bab kedua yaitu saran, berisikan mengenai masukan 

terhadap penelitian lain yang dilakukan. Ditulisnya bab ini bertujuan untuk 

mengetahui intisari serta hasil kajian secara keseluruhan yang dilakukan dari 

penelitian ini. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 

Dari pemaparan yang telah dijelaskan pada bab I sampai bab IV, dapat 

disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 

 

1. Berbeda dengan mayoritas Ulama madzhab, Kiai Husein Muhammad 

membedakan pengertian antar makna ikrah, taklif dan ijbar yang seringkali 

dikonotasikan dengan makna paksaan. Ikrah berarti suatu paksaan terhadap seseorang 

untuk melakukan sesuatu pekerjaan tertentu dengan suatu ancaman yang 

membahayakan jiwa atau tubuhnya, tanpa dia sendiri mampu melawannya. 

Sementara bagi orang tersebut perbuatan itu sebenarnya bertentangan dengan hati 

nurani. Adapun taklif adalah suatu paksaan terhadap seseorang untuk mengerjakan 

sesuatu dan pekerjaan tersebut merupakan konskuensi belaka dari penerimaannya atas 

suatu keyakinan. Jadi, pekerjaan tersebut adalah suatu kewajiban bagi orang tersebut. 

Ini karena ia telah dengan sadar menjatuhkan p ilihannya untuk mengikuti atau 

mengakui suatu keyakinan. Sedangkan ijbar adalah suatu tindakan untuk melakukan 

sesuatu atas dasar tanggung jawab. 

2.Dalam metode pengambilan hukum (istinbat) KH. Husein Muhammad 

menggunakan dua metode sekaligus. Pertama adalah menggunakan metode tekstual 

(maz|hab qauly); dan kedua adalah metode kontekstual/metodologis (manhajy) serta 

dengan acuan nilai maslahah. Metode tekstual digunakan KH. Husein Muhammad 
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ketika memberikan ―fatwa hukum‖. Sedangkan metode kontekstual dilakukan KH. 

dalam forum-forum ilmiah keagamaan seperti bahtsul masail NU, seminar atau  ketika 

KH. Husein Muhammad berijtihad sendiri untuk memecahkan persoalan yang pelik 

yang menjadi tuntutan umat. 

3. Melalui analisis data yang diperoleh, maka dapat penulis simpulkan bahwa 

pandangan dan interpretasi yang dilakukan oleh Husein Muhammad memiliki 

relevansi dengan konteks sosio-kultural ke-Indonesiaan. Karena masyarakat kultural 

Indonesia yang telah memberikan kesempatan memperoleh akses yang sama dalam 

hak-hak dasar kepada laki-laki dan perempuan, pelibatan yang seimbang dalam 

memperoleh sumber daya, keterlibatan dalam pengambilan keputusan, serta 

keterjangkauan untuk mendapatkan hasil yang sama dalam pembangunan. Maka 

keadilan dan kesetaraan gender bagi perempuan dalam wali pernikahan, yaitu mereka 

memiliki hak untuk menikahkan dirinya sendiri dan menikahkan orang lain merupakan 

sesuatu yang sangat relevan bahkan menjadi suatu keniscayaan. 

B. Saran 
 

1.  Pemerintah  

Agar dapat memberikan sosialisasi undang-undang pernikahan no.1 tahun 

1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) kepada masyarakat untuk memberikan 

pemahaman yang mendalam terkait perwalian sehingga dapat lebih dimengerti dalam 

prakteknya dimasyarakat.  

2. Lembaga KUA  
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Agar mensosialisasikan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam 

berlangsungnya pernikahan baik wali calon mempelai suami dan calon mempelai 

wanita untuk lebih memahami bagaimana sistem atau proses pernikahan yang sesuai 

undang-undang pernikahan yang berlaku terutama terkait posisi seorang wali dalam 

hal ini wali mujbir.  

3. Masyarakat  

Agar dapat lebih memahami konsep wali mujbir dalam kehidupan 

bermasyarakat sesuai dengan tuntunan agama dan peraturan undang-undang yang 

berlaku. Untuk seorang ayah dapat menempatkan posisinya kapan seharusnya 

mengambil hak posisinya sebagai wali mujbir dan wanita anak dari ayah tersebut 

mampu memposisikan dirinya kapan dan dalam kondisi seperti apa dapat 

menangguhkan pernikahan kepada wali mujbir (ayah atau kakek) serta kondisi 

seperti bagaiamana ia dapat menikahkan dirinya sendiri, sehingga tidak memberikan 

kesan pernikahan yang dipaksakan karena pada dasarnya pernikahan bertujuan 

membina keluarga yang sakinah mawaddah wa rohmah.  

4. Bagi Para Peneliti 

Bagi generasi penerus/intelektual muslim, seyogyanya lebih giat dan tekun 

lagi mengadakan kajian dan penelitian atas pemikiran-pemikiran para tokoh 

cendekiawan, terlebih lagi pada zaman era globalisasi seperti sekarang ini sebagai 

generasi penerus dituntut untuk siap menghadapi segala tantangan zaman yang setiap 

saat berubah. 
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